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PENUTUP 

Di dalam bah yang terakhir ini, penulis akan memaparkan suatu kesimpulan 

berdasarkan dari analisis penelitian yang telah dikemukakan di bab sebelumnya. Selain 

itu, akan juga dipaparkan tentang saran yang relevan dari penulis dan dirasa dapat 

membantu untuk menyelesaikan masalah. 

5.1 Kesimpulan 

1. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diterbikan oleh Patlialis 

Akbar tertanggal 28 Desember 2009 yang berisi diperbolehkannya pembuatan 

perjanjian dengan menggunakan Bahasa asing tanpa disertai versi Bahasa 

Indonesia, tidaklah termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, 

melainkan berupa suatu keputusan tata usaha (beschikking). Namun, surat 

Menkumham tersebut tidaklah memenuhi syarat formal dalam pembuatan 

isinya, brena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 

Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Oleh 

karena itu, Surat Menkumham tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan 

hukum yang mengikat, sehingga seharusnya Surat Menkumham tersebut dapat 

diabaikan atau dinyatakan tidak berlaku. Maka dari itu, peraturan yang 

digunakan terkait penggunaan Bahasa dalam perjanjian adalah tetap harus 

berpedoman pada UU No 24/2009, yang mewajibkan setiap perjanjian 

diwajibkan ditulis dalam Bahasa Indonesia. 

2. Suatu perjanjian dianggap sebagai perjanjian yang sah dan berlaku mengikat 

sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya, apabila 

perjanjian tersebut memenuhi keempat syarat sahnya suatu perjanjian seperti 
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yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan hal tersebut bersifat 

kumulatif. Perjanjian yang telah disepakati menggunakan Bahasa asing tidak 

memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian mengenai causa yang halal 

karena bertentangan dengan Undang-Undang, yaitu UU No 24/2009. Oleh 

karena hal itu, apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka 

konsekuensinya adalah perjanjian tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk 

dinyatakan batal demi hukum atau dianggap tidak pemah ada sebelumnya. 

5.2 Saran 

1. Agar dicabutnya Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH.UM.Ol.Ol-35 tahun 2009 tentang permohonan klarifikasi atas implikasi 

dan pelaksanaan UU Nomor 24/2009 karena isi Surat Menkumham tersebut 

bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 

24/2009 agar tidak menimbulkan kerancuan atau ketidakpastian hukum dalam 

dunia kontrak di Indonesia. 

2. Apabila sepakat untuk membuat perjanjian dalam Bahasa asing, sebaiknya 

ditulis dalam 2 Bahasa, yakni Bahasa Asing itu sendiri dan juga Bahasa 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah itikad buruk dari salah satu pihak 

yang tidak dapat menyelesaikan prestasinya dalam perjanjian tersebut untuk 

meminta pengadilan agar perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum 

apabila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa Asing. 
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